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ABSTRAK

Penyelenggaraan Pilkada langsung sgjak 2005 merupakan tonggak awal demokrasi langsung
di Indonesia. Beragam fenomena menyertai pilkada ini, seperti: politik uang, pemasaran
politik, survey elektabilitas calon, hingga politik kandidasi.Untuk yang terakhir, salah satu
fenomenayang menarik adalah pecah kongs petahana. Studi ini membahas tentang pecah
kongs petahana yang terjadi antara bupati dan wakil bupati petahanak abupaten Mojokerto.
Fenomena pecah kongsi petahana dianalisis menggunakan Teori Kelembagaan Baru dan
teknik pengumpulan data dengan metodepurposive sampling. Wawancara yang mendalam
dilakukan dengan ketua KPUD Kabupaten Mojokerto, tim sukses dari Mustofa-Pungkasiadi,
tim sukses dari Nisa-Arif, anggota NU, dan tim sukses dari Mustofa-Nisa. Penelitian ini
menemukan bahwa ada enam faktor yang menyebabkan pecah kongsi petahana dalam
pencalonan Pilkada Kabupaten Mojokerto, yakni: tidak ada pembagian tugas yang jelas,
memiliki pandangan program yang berbeda, memiliki ambisi yang besar, memiliki jaringan
sosial yang kuat, melemahnya dukungan NU, dan melemahnya dukungan parta pendukung
Pilkada 2010.
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ABSTRACT

Implementation of direct Regional Head Election since 2005 is an early milestone of direct
democracy in Indonesia. Various phenomena accompany this, such as. money politics,
political marketing, candidateelektabilitas survey, to candidate politics. For the latter, one
interesting phenomenon is the candidation of incumbent. This study discusses the candidation
of incumbent that occurred between the regent and vice regent incumbent inMojokerto
regency. The phenomenon of burial candidation of incumbent was anayzed using New
Institutional Theory and data collection technique with purposive sampling method. In-depth
interviews were conducted with the head of the Mojokerto District Election Commission, the
successful team from Mustofa-Pungkasiadi, the successful team of Nisa-Arif, NU members,
and the successful team from Mustofa-Nisa. The study found that there were six factors that
caused the rupture of candidation of incumbent in nomination of Mojokerto Regional Head
Election: no clear division of task, different program view, big ambition, strong social
network, weakening of NU support, and weakening Support for the 2010 election supporters.
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Pendahuluan

Pilkada langsung di Indonesia pertama kali diselenggarakan tahun 2005. Pada tahun
2015, Pilkada langsung dilaksanakan secara serentak yang diikuti oleh 254 daerah atau 53%
dari 537 total keseluruhan kabupaten/kota dan provinsi.Namun Pilkada langsung yang
berlangsung sejak tahun 2005 ini tidak akan pernah lepas dari berbagai fenomena. Salah satu
fenomena dalam Pilkada langsung yakni pecah kongsi petahana. Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri bahwa 94,64% kepala daerah melakukan pecah
kongsi petahanayang dipilih melalui pemilihan secara langsung. Penelitian ini pun
menjelaskan bahwa kepala daerah hanya 55 pasangan kepala daerah yang tetap konsisten
maju sampai akhir jabatan mereka sampa pada Pilkada periode kedua. 55 pasangan yang
tetap konsisten maju sampai pada akhir masa jabatan ini merupakan 6 pasangan gubernur dan
wakil gubernur, 49 pasangan Bupati/wali kota dan wakil Bupati/wakil wali kota.

Pada Pilkada serentak tahun 2015 pun juga tidak dapat menghindari fenomena pecah
kongsi. Salah satu kabupaten yang berpartisipas dalam Pilkada serentak yakni Kabupaten
Mojokerto. Namun yang terjadi dalam Pilkada serentak Kabupaten Mojokerto tahun ini
adanya pecah kongsi petahanaantara Mustofa Kamal pasa (Mustofa) dengan Khairun Nisa
(Nisa). Mustofa dan Nisa (Manis) pada Pilkada tahun 2010 merupakan pasangan calon
terpilih untk menjadi Bupati dan wakil Bupati yang diusung oleh partai PKB, PPP, PKS,
PBB, PAN, PKPB dan Partai Patriot. Sedangkan untuk Pilkada serentak pada tahun 2015
pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut melakukan pecah kongsi. Pecah kongsi
petahanaini melahirkan pasangan calon yakni Mustofa berpasangan dengan Pungkasiadi yang
diusung oleh partai Nasdem, Partai Demokrat, PDIP, Partai Golkar, PKS, Partai Gerinda, dan
PAN. Sedangkan Nisa berpasangan dengan Arifudinsyah yang diusung oleh PBB, PPP, PKB,
dan Hanura. Pecah kongs petahanayang terjadi di Pilkada Kabupaten Mojokerto ini
diindikasikan karena melemahnya kelembagaan koalisi partai politik Mustofa-Nisa. Selain
itu, Mustofa maupun Nisa memiliki sikap optimis untuk memenangkan Pilkada 2015 karena
mereka berdua memilki jaringan sosial dan finansial yang kuat.

Beberapa kajian tentang pelembagaan partai berikut dampaknya telah dilakukan Fajar
(2014) yang meneliti tentang rendahnya pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
yang berdampak pada kemerosotan hasil suara pemilihan umum pada tahun 2009. Rendahnya
pelembagaan dalam parta PKB ini dikarenakan adanya friksi-friksi didalam internal
kepengurusan PKB. Karena friksi-friks inilah mengakibatkan kelembagaan PKB menurun
dan berdampak pada penurunan jumlah suara dalam pemilu 2009. Penelitian lain mengkaji
tentang relasi kuasa dari calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2010
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oleh Galih (2012). Penelitian ini menjelaskan bahwa setiap calon pasti memiliki dukungan
dari jaringan sosia dan finansial yang kuat. Selain itu, setiap calon memiliki sikap optimis
unutk memenangkan Pilkada 2010 karena mereka telah memiliki basis massa yang jelas.
Basis massa tidak akan lepas dari partai politik yang mendukungan pencalonan setiap calon.
Sehingga untuk dapat memenangkan Pilkada 2010 bukan hanya berbicara mengenai jaringan
sosial sgja melainkan juga dukungan partai politik yang kuat.

Pada kgjian terdahulu, terdapat beberapa kekurangan yang akan penulis lengkapi
dengan penelitian ini. Seperti pada penelitian pertama yakni mengenai pelembagaan partai
politik beserta dampaknya pada penurunan hasil suara pada pemilu 2009. Sedangkan
penelitian kali ini akan meneliti lebih dalam dan menunjukkan bahwa lemahnya kelembagaan
partai politik bisa mempengaruhi jalannya pencalonan dalam Pemilihan umum seperti
terjadinya pecah kongsi. Pada penelitian kedua, peneliti hanya terfokus pada pemetaan relasi
kuasa dari setigp calon kepala daerah di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan penelitian ini,
peneliti bukan hanya membahas mengani pemetaan jaringan yang terdapat dalam setiap
calon. Melainkan, bagaimana jaringan sosial dan juga partai politik mampu mempengaruhi
pencalonan dalam Pilkada K abupaten M ojokerto tahun 2015.

Pecah kongs petahanamemang menjadi fenomena yang sudah biasa terdengar
dikalangan masyarakat. Namun banyak yang tidak mengetahui pada dasarnya apa yang
menyebabkan pasangan calon petahana cenderung melakukan pecah kongsi petahanadalam
Pilkada periode kedua. Penelitian kali ini akan membahas mengenai faktor-faktor yang
mendasari terjadinya pecah kongs petahanaantara bupati dan wakil bupati Kabupaten
Mojokerto 2010-2015. Setelah itu, pendliti akan menunjukkan bagaimana pragmatisme

mampu mempengaruhi pecah kongsi.
Faktor-Faktor Penyebab Pecah K ongsiPetahana

Pecah kongsi yang terjadi antara petahanamerupakan salah satu fenomena yang tidak
asing lagi di masyarakat. Akan tetapi banyak yang tidak mengetahui sebab terjadinya pecah
kongs petahana yang marak terjadi di Indonesia. Sehingga dalam sub bab kali ini peneliti
akan menjelaskan enam faktor yang mengakibatkan terjadinya pecah kongsi petahana dalam
Kabupaten Mojokerto.

Pertama, perbedaan pandangan dalam meredisasikan program di  Kabupaten
Mojokerto. Perbedaan pandangan ini terjadi antara bupati yakni Mustofa dengan wakilnya

yakni Nisa. Mustofa memiliki pandangan untuk memperbaiki infratruktur yang ada di



Kabupaten Mojokerto, sedangkan Nisa lebih memiliki pandangan untuk memperbaiki
birokrasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Perbedaan pandangan ini merupakan awal mula
ketidak harmonisan antara Mustofa dan Nisa. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan
putusnya komunikasi diantara keduanya sehingga koordinasi antar bupati dan wakil bupati
tidak terjalin dengan baik.

Kedua, tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati. Jika
Mustofa maupun Nisa melihat UU nomor 23 tahun 2014 maka seharusnya pembagian bupati
dan wakil bupati sudah jelas diatur dalam UU tersebut. Namun empirisnya, pembagian tugas
antara Mustofa dan Nisa tidak mengasut dari UU nomor 23 tahun 2014. Mustofa lebih
dominan dalam melaksanakan semua tugas sebagai eksekutif tanpa koordinasi dengan
wakilnya yakni Nisa. Sedangkan Nisa hanya bertugas untuk acara ceremonial sgja seperti
sambutan untuk mewakili bupati. Pembagian tugas yang tidak jelas ini lah yang semakin
memperkuat ketidak harmonisan yang terjadi antara Mustofa dan Nisa. Nisa merasa sakit hati
karenatidak dianggap sebagai wakil oleh Mustofa.

Dalam teori kelembagaan baru bukan hanya menjelaskan menganai jalannya lembaga-
lembaga formal melainkan aktor-aktor yang ada dalamnya sehingga mereka bisa berinteraksi
dengan masyarakat luar. Interaksi yang terjadi dengan lingkungan luar termasuk masyarakat
ini muncul karena adanya kepentingan-kepentingan dari setiap individu atau aktor politik.
Sehingga bagi pendekatan institusi baru, jalannya lembaga juga dapat dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingan aktor yang ada didalam dan diluarnya. Salah satu contoh yang dapat
menjelaskan interaksi aktor terhadap lingkungan luar adalah adanya interaksi antara aktor
ingtitusi terhadap perilaku kelompok kepentingan yang ada di luar lembaga, yang mana
perilaku kelompok kepentingan ini dapat mempengaruhi perilaku aktor-aktor yang ada dalam
institus (Gooding,1998).

Teori kelembagaan baru menjelaskan bahwa aktor dalam lembaga formal dapat
berinteraksi dengan aktor didalam lembaga lainnya ataupun lingkungan eksternal sesuai
dengan kepentingan yang mereka miliki. Seperti yang terjadi dalam bupati dan wakil bupati
Kabupaten Mojokerto. Menurut teori institusional lama menyatakan bahwa seharusnya
eksekutif sesuai dengan makna yang ada dalam namanya yakni melaksanakan keinginan dan
kebutuhan rakyat (eksekutor). Selain itu, eksekutif juga bertindak sebagal eksekutor dari
kebigjakan yang telah disusun dan disahkan bersama legidatif. Eksekutif harus bertindak atas
nama rakyat jika melihat konteks dari negara demokrasi. Maka jika dalam perilaku eksekutif
mendapatkan lebih banyak dukungan dari rakyat maka semakin efektif pula tindakannya.



Rakyat sangat mengaharapkan memiliki eksekutif yang memiliki sikap tanggap terhadap
rakyat yakni tidak mengambil inisiatif sendiri dan tidak melakukan sesuatu tanpa
berkonsultasi dengan mereka (rakyat) (Apter,1985).

Namun karena lembaga eksekutif Kabupaten Mojokerto berjalan dengan didasarkan
oleh kepentingan dari para eksekutornya, maka tugas seharusnya dari eksekutif tidak berjalan
secara maksimal. Eksekutor yang tidak lain adalah bupati dan wakil bupati Kabupaten
Mojokerto tidak menjalankan lembaga eksekutif berdasarkan kebutuhan rakyat.

Ketiga, sama-sama memiliki modal jaringan sosial dan finansia yang kuat. Jaringan
sosial yang dimiliki oleh calon petahana sangatlah berpengaruh bagi pemenangan diperiode
berikutnya. Dibawah ini merupakan tabel jaringan sosial dan finansial calon petahana
Kabupaten Mojokerto:

Tabel Jaringan Sosial dan Finansial Calon Petahana Kabupaten M ojokerto

Modal Sosial Mustofa Modal Sosial Nisa
Ja'faril Mustofa Nisa Guslirfan
APTRI Petahana Petahana PCNU
PCNU HKTI Fatayat NU Pondok
Pesantren
Pengusaha Pengusaha Pondok Birokrat
Pesantren
Birokrat

Sumber : Hasil Data Pendliti

Tabel diatas merupakan perbandingan modal sosial dan modal finansial yang dimiliki
oleh Mustofa dan Nisa. Jika dilihat dari tabel diatas maka Mustofa memiliki jaringan yang
lebih luas dari pada Nisa karena dukungan figur ayahnya yakni H.Jafaril yang pernah
menguasal beberapa organisasi. Selain itu, jika dilihat dari finansial Nisa juga kalah dengan
Mustofa yang memiki perusahaan penggilingan batu dibeberapa daerah. Namun Nisa berhasil
mendapatkan dukungan penuh dari PCNU karena ketua dari PCNU yakni suami dari Nisa
sendiri H.Irfan. Selain itu, Nisa bisa memanfaatkan reputas Mustofa dikalangan PNS.
Karena dulu pada awa Mustofa menjabat sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto, PNS banyak
yang dimutasi sesuai dengan biaya yang dibayarkan ke Mustofa. Nisa akhirnya mendapat
dukungan dari birokrat karena reputasi Mustofa yang tidak begitu baik.

Jka melihat rincian menganai modal sosia yang dimiliki oleh kolaborasi antara
Mustofa dan ayahnya ini pemetaan dukungan suara Mustofa sudah sangat jelas yakni
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kalangan NU yang mash mau untuk mendukung Mustofa dan kalangan petani. NU
dimasyarakat Kabupaten Mojokerto jumlahnya masih mendominasi sekitar 80% dari
penduduk yang beragama islam. Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Mojokerto yang
bermata pencaharian sebagai petani menurut data dari BPS Kabupaten Mojokerto berjumlah
14.352 keluargan (BPS,2015).

Sedangkan untuk Nisa, jaringan sosia yang dimiliki tidak kalah kuatnya dengan
Mustofa karena dari pilkada 2015 yang lalu suara PCNU semua masuk ke Nisa. Hanya sgja
Badan Otonom NU tidak satu suara untuk mendukung salah satu dari Mustofa atau Nisa.
Nisa secara otomatis mendapat suara dari PCNU karena suami dari Nisa sendiri yakni H.Irfan
adalah ketua dari PCNU. Nisajuga menjabat sebagal ketua fatayat NU Kabupaten Mojokerto.
Selain itu, Nisa juga memanfaatkan barisan kecewa dari kiyai NU terhadap Mustofa yang
tidak menepati janji politiknya. Selain dari NU Nisa juga mendapat banyak dukungan suara
dari kalangan birokrat.

Keempat, sama-sama memiliki ambisi untuk menjadi bupati. Setiap bupati yang masih
menjabat satu periode selalu ada kecenderungan untuk mencalonkan kembali pada periode
berikutnya. Tidak jarang, bahwa wakil Bupati juga ikut mencalonkan diri sebagai Bupati dan
menjadi pesaing bagi Bupati petahana. Semua itu karena mereka memiliki ambisi yang kuat
untuk mendapatkan jabatan dan kekuasaan. Seperti halnya yang terjadi dalam Kabupaten
Mojokerto. Pada Pilkada tahun 2010, Mustofa dan Nisa menjadi satu pasangan bupati dan
wakil bupati. Namun pada tahun 2015 mereka memutuskan untuk tidak menjadi satu
pasangan dan Nisa yang dulunya menjadi wakil dari Mustofa memutuskan untuk maju
sebagali calon bupati. Akhirnya pasangan yang dulunya bekerjasama untuk pemenangan
malah saling bersaing untuk mendapatkan jabatan bupati Kabupaten Mojokerto. Seperti
halnya Nisa sebagai mantan wakil bupati terlihat sangat ambisi untuk mencalonkan diri
sebagai Bupati Kabupaten Mojokerto. Namun dengan keputusan Nisa maju sebagai calon
Bupati dalam Pilkada 2015, Nisa harus berfikir jangka panjang bagaimana cara untuk
mengalahkan bupati petahana yaitu Mustofa. Mustofa pun demikian, selama Nisa
mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Mojokerto maka dia merasa bahwa Nisa
adalah lawan yang sengit karena mereka sama-sama petahana.

Kesalahan terbesar yang dilakukan Nisa pada Pilkada 2015 yakni terlalu berambisi. Hal
ini pula yang mampu menghentikan langkahnya dalam pencalonan sebagai Bupati Kabupaten
Mojokerto. Salah satu resiko jika Nisa dalam Pilkada 2015 yang lalu tetap mau dan
mempertahankan ambisinya, maka Nisa bisa menghabiskan uang yang lebih banyak untuk



mengalahkan Mustofa. Namun hal ini tidak mungkin bisa terjadi karena perbedaan modal
finansial yang terlampau jauh antara Mustofa dan Nisa.

Kelima, melemahnya dukungan dari NU (Nadhatul Ulama). NU merupakan organisasi
masyarakat yang sebenarnya tidak mmiliki tunggangan politik, akan tetapi karena banyak
anggota dari NU berpartisipasi dalam pemilihan eksekutif maupun legidlatif maka tidak heran
jika NU dijadikan alat untuk mendapatkan dukungan suara. Begitu pula dengan kondisi
Pilkada Kabupaten Mojokerto pada tahun 2010 dan 2015. NU memegang posisi mayoritas
didaerah Kabupaten Mojokerto. Sekitar 80% masyarakat Islam yang ada di Kabupaten
Mojokerto merupakan NU. Karena posis mayoritainilah NU di Kabupaten Mojokerto sering
dilirik untuk dijadikan alat penghimpunan dukungan suara dalam Pilkada.

Awal mula terbentuk koalis antara Mustofa dengan NU adalah pada saat pencalonan
kepala daerah Pilkada 2010 yang mana Mustofa ingin mencalonkan diri sebagai calon bupati
namun posisi wakil masih kosong. Sehingga NU mengajukan nama untuk dijadikan wakil
dari Mustofa. Pada awalnya yang menjadi wakil Mustofa adalah ketua dari PCNU yakni Gus
Irfan, namun beredar kabar bahwa ketua dari PCNU tidak boleh mencalonkan sebagai kepala
daerah dengan alasan menjaga netralitas suara dari NU. Karena ketua PCNU tidak bisa
mencalonkan sebagai wakil dari Mustofa, untuk itu Gus Irfan memilih Nisa yang tidak lain
adalah istrinya untuk maju sebagai wakil dari Mustofa. Pada saat pertemuan petinggi NU,
Gus Irfan menyatakan demikian bahwa Nisalah yang akan maju mendampingi Mustofa
Petinggi NU melakukan musyawarah dengan memperhitungkan perolehan suara yang akan
didapat jika memasang Nisa sebagai wakil dari NU. Karena Nisa dirasa memiliki elektabilitas
yang cukup serta memiliki jaringan yang cukup luas pula dari profes sebagai birokrat dan
posisi ketuafatayat NU, maka Nisaresmi menjadi wakil dari Mustofa.

Pada Pilkada 2010 kemenangan diraih oleh pasangan Mustofa-Nisa. Kemenangan
diraih oleh pasangan tersebut karena ikut campurnya NU didalam tim sukses mereka. Namun
pada tahun kedua Mustofa menjadi bupati Kabupaten Mojokerto, dia melakukan sikap yang
berlawanan terhadap NU. NU merasa tidak dihiraukan sama sekali bahkan Mustofa tidak
pernah memenuhi janji politik yang pernah dia sampaikan pada saat kampanye. Bukan hanya
itu, Mustofa bahkan memberikan sikap memusuhi kiyai NU tanpa alasan yang jelas. Sikap
inilah yang menjadi omongan bagi kader NU. NU merasa sangat dirugikan karena tidak
mendapat reward apa pun pada saat Mustofa menjabat sebagai Bupati Kabupaten M ojokerto.
Karena hal tersebutkan kiyai NU berkumpul dan menyatakan bahwa tidak akan mendukung
Mustofa atau bekerja sama dalam pemenangan kepala daerah kembali. Kiyah NU merasa

kecewa dengan sikap Mustofa karena tidak mencerminkan apa yang dikatakan pada saat
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pencalonan berlangsung. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidak
harmonisan antara Mustofa dengan Nisa.

Sehingga melemahnya dukungan NU terhadap Mustofa dikarenakan adanya rasa
kekecewaan terhadap Mustofa. Kekecewaan ini dikarenakan Mustofa tidak menjalankan janji
politiknya bersama NU pada saat pencalonan Pilkada 2010. NU secara lembaga sudah tidak
dihiraukan lagi oleh Mustofa sehingga pengurus NU pun juga secara lembaga
mendeklarasikan tidak akan mendukung Mustofa kembali pada pencalonan Pilkada 2015.
Karena NU secara lembaga tidak mendukung Mustofa, maka NU mengajukan Nisa untuk
maju mencalonkan diri sebagai calon bupati Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada 2015. NU
secara kelembagaan menyatakan akan mendukung Nisa sepenuhnya. Namun ternyata
deklarasi bahwa secara kelembagaan NU menyatakan untuk mendukung Nisa sepenuhnya
tidak berlaku bagi Banom (Badan Otonom) NU.

Keenam, melemahnya dukungan partai pengusung pada Pilkada tahun 2010. pada tahun
2010 Mustofa dan Nisa didukung oleh partai yang memiliki ideologi agama seperti PKB,
PPP, PBB, PKS, dan PAN. Partai yang memiliki ideologi agama mulai merapat kepada
pasangan Mustofa-Nisa karena NU setuju untuk mendukung Mustofa-Nisa pada Pilkada
2010. PKB, PPP, dan PBB merupakan partai yang tidak menutup kemungkinan kepengurusan
partai diisi oleh orang-orang NU. Karena partai tersebut merupakan partai yang memiliki
ideologi agama dan mayoritas pemeluk agama Islam di Kabupaten Mojokerto adalah orang
NU. Sehingga partai yang memiliki ideologi agama dalam kepengurusan mayoritas diisi oleh
orang NU. Selain itu, sosok Nisa sebagai orang yang agamis serta salah satu tokoh dalam NU
mendukung Mustofa untuk mendapatkan dukungan dari partai yang berideologi agama.
Sehingga sebenarnya pada Pilkada 2010 pasangan Mustofa-Nisa mendapat dukungan karena
kekuatan sosok Nisa. Bahkan pasangan ini dapat memenangkan Pilkada 2010 ini pun juga
karena banyaknya dukungan dari NU yang tidak lain karena sosok Nisa.

Hal ini dapat dibuktikan pada saat Pilkada 2015 pasca Mustofa dan Nisa melakukan
pecah kongsi, partai pengusung pasangan petahana lebih memilih mendukung Nisa dari pada
Mustofa. Alasan partai pengusung pasangan Mustofa-Nisa memilih mendukung Nisa pada
Pilkada 2015 adalah adanya kekecewaan dari pihak NU terhadap sikap Mustofa. Seperti yang
telah dijabarkan di atas bahwa NU banyak mengalami kekecewaan pada saat kepemimpinan
dari Mustofa. Mustofa tidak melakukan balas budi dengan NU yang telah mengusung dan
memasok suara untuk pemenangannya pada Pilkada 2010. Maka dari itu, partai yang

memiliki ideologi agama tidak mau lagi mendukung Mustofa karena merasa telah



dikecewakan olen Mustofa. Sehingga Mustofa mendekatkan diri kepada partai lain untuk
mendukung pasangan Mustofa-Pungkasiadi dalam Pilakda 2015.

Jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya PKB hampir mendukung pasangan Mustofa-
Pungkasiadi. Akan tetapi karena tidak ada komunikas lebih lanjut maka PKB berpindah
haluan kepada pasangan Nisa-Arif. Selain itu, Nisa juga merupakan ketua dari Fatayat NU
Kabuapaten Mojokerto. Jika ditarik lebih jauh lagi sampai pada kepengurusan pusat yakni
ketua DPP PKB (Abdul Muhaimin Iskandar) mau untuk mengeluarkan SK DPP PKB karena
adanya komunikasi dengan anggota Fatayat NU pusat yakni lda Fauziyah. |da Fauziyah
adalah anggota DPR RI fraksi PKB. Komunikasi internal antara Ida Fauziyah dengan ketua
DPP PKB yakni Muhaimin Iskandar ini lah yang membuat PKB menjadi partai pengusung
pasangan Nisa-Arif. Beralih pada partai pengusung pasangan Mustofa-Pungkasiadi bahwa
menurut keterangan dari ketua Tim sukses pasangan Mustofa-Pungkasiadi bahwa tim sukses
bersama Mustofa telah menjalin hubungan baik dengan semua parta tanpa terkecual
(termasuk partai pengusung Nisa-Arif). Karena hal itulah mengapa pasangan Mustofa
Pungkasiadi memiliki partai pengusung yang banyak. Namun menurut keterangan dari salah
satu anggota dari tim sukses dari Mustofa-Pungkasidi menyatakan bahwa banyaknya partai
pengusung Mustofa-Pungkasiadi dikarenakan adanya MoU jua beli SK DPP partai
(transaksional). Memang untuk membeli SK DPP, Mustofa yang berlatarbelakang sebagai
pengusaha tidak akan merasa keberatan. Pada intinya pecah kongs petahanayang terjadi
antara Mustofa dan Nisa ini pun tidak akan pernah lepas dari pengaruh partai pengusung
sebelumnya yakni Pilkada 2010. Adanya kekecewaan yang terjadi terutama pada kalangan
NU dan mempengaruhi partai pengusung karena pengurus dari partai pengusung tidak lain
adalah orang NU. Maka partai pengusung Mustofa-Nisa pada Pilkada 2010 memilih
mendukung Nisa-Arif pada Pilkada 2015.

Pragmatisme Mempengar uhi Terjadinya Pecah Kongs

Pecah kongs petahanayang bersifat pragmatik adalah pecah kongs petahanayang
bedasarkan kepentingan individu untuk mencapa sesuatu. Melihat dari kasus Kabupaten
Mojokerto, pecah kongs petahanadinilai memiliki sifat pragmatik. Karena bisa dilihat pada
penjelasan faktor-faktor diatas bahwa Mustofa dan Nisa menjadi satu kongsi bukan karena
adanya keinginan bersama untuk mewujudkan Kabupaten mojokerto yang lebih baik. Namun
mereka satu kongsi karena adanya kepentingan yang sama untuk meraih kekeuasaan di
Kabupaten Mojokerto.



Namun pecah kongsi petahanadalam kasus kepala daerah Kabupaten Mojokerto ini
memang dinilai pragmatis karena dalam politikpun menyatakan bahwa tidak ada kawan dan
lawan yang abadi namun yang ada hanyalah kepentingan (Ramlan,2016). Kepentingan
memang abadi dan selalu ada disetiap aktor lembaga, namun kepentingan bisa berubah-ubah
seiring dengan kondisi yang terjadi. Seperti yang terjadi dalam pecah kongsi
petahanaK abupaten Mojokerto, Mustofa dan Nisa berhasil memenangkan Pilkada Kabupaten
Mojokerto tahn 2010. Kemenangan mereka ini salah satunya dengan adanya dukungan dari
NU. Sehingga akan ada reward bagi NU dari pasangan calon Mautofa-Nisa ini. Namun
seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa kepentingan setiap orang akan berubah-ubah
seiring dengan kondisi yang terjadi. Seperti yang terjadi dalam hubungan Mutofa dan Nisa.
Setelah pemenangan Mustofa dan Nisa, ternyata diantara keduanya tidak memiliki
pembagian tugas yang jelas, bahkan terkesan bahwa Mustofa sangat mendominasi tugas dari
kepala daerah

Sikap acuh tak acuh dari Mustofa ke Nisa ini menunjukkan diantara keduanya sudah
tidak memiliki kepentingan yang sama sehingga tidak ada yang perlu dikomunikasikan
kembali. Pada awalnya memang mereka memiliki kepentingan yang sama yakni sama-sama
ingin memenangakan posisi kepala daerah beserta wakilnya, namun setelah kemenangan itu
diraih Mustofa melakukan sifat yang berlawanan. Mustofa tidak menghiraukan Nisa yang
berarti bahwa sudah tidak ada kepentingan yang sama diantara keduanya. Sehingga tidak ada
yang perlu dikomunikasikan kembali. Kepentingan-kepentingan individual ini lah yang
mengakibatkan tidak maksimalnya satu periode kepemimpinan dari Mustofa dan Nisa. Selain
itu, pecah kongs petahanaini juga tidak dapat dihindari dengan adanya pengaruh dari partai
politik pengusung pada Pilkada 2010. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa partai
politik pengusung Pilkada 2010 Mustofa-Nisa lebih memilih Nisa dari pada Mustofa pada
Pilkada 2015. Hal ini dikarenakan adanya kekecewaan kepada Mustofa. Mustofa yang tidak
menghiraukan siapapun terrutama organisasi yang telah memenangkan dia pada saat Pilkada
2010, membuat partai politik pengusung Mustofa-Nisa Pilkada 2010 beralih mendukung
Nisa

Sehingga inti dari penjelasan diatas adalah bahwa pecah kongs petahanayang
dilakukan oleh Mustofa-Nisa bersifat pragmatis. Sifat pragmatis yang dimaksud adalah
menjadi satu kongs dengan berdasarkan kepentingan yang sama dan sebaiknya jika dirasa
tidak memiliki kepentingan yang mana, maka tidak ada alasan lagi untuk bertahan dalam satu

kongsi.
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Kesimpulan

Keenam faktor yang telah disebutkan diatas yakni perbedaan pandangan, tidak ada
pembagian tugas yang jelas, sama-sama memiliki jaringan sosial yang kuat, sama-sama
memiliki ambisi yang kuat, meemahnya dukungan NU, dan Melemahnya dukungan partai
politik pengusung Pilkada 2010. Faktor yang paling berpengaruh dalam terjadinya pecah
kongsi petahanaadalah tidak ada pembagian tugas yang jelas antara bupati dan wakil bupati
dan melemahnya dukungan NU. Awal mula terbentuknya pecah kongsi petahanakarena tidak
ada pembagian yang jelas antara bupati dan wakil bupati yang mengakibatkan kekecawaan
dari Nisa terhadap Mustofa. Namun benar-benar terjadi pecah kongsi petahanadan Nisa
memutuskan untuk maju dalam pencalonan kepala daerah dalam Pilkada 2015 adalah dengan
adanya dukungan NU. NU beralih dukungan dari Mustofa ke Nisa karena NU merasa
dikecewakan oleh Mustofa yang tidak menjain hubungan baik dengan NU. Jika secara umum
melihat data yang diperoleh, maka adanya perbedaan kepentinganlah yang mendasari terjadi
faktor-faktor pecah kongsi petahanakepala daerah Kabupaten Mojokerto. Perlu diketahui
bahwa kepentingan dapat mempengaruhi interaks dan perilaku antar aktor. Seperti halnya
terjadinya fenomena pecah kongsi petahanadi Kabupaten Mojokerto juga didasari oleh
perbedaan kepentingan. Mustofa dan Nisa berangkat mengadi satu kongs untuk
mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah didasarkan pada persamaan
kepentingan yakni memenangkan posisi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto.
Karena satu kongsinya Mustofa dan Nisa didasarkan oleh persamaan kepentingan yakni
memenangkan Pilkada 2010, maka pada saat mereka sudah mencapai kemenangan dalam
Pilkada 2010 menunjukkan bahwa kepentingan bersama mereka sudah terpenuhi.

Sehingga penelitian ini dapat dismpulkan bahwa Pilkada diera sekarang lebih
menekankan pada kontestasi kepentingan dan jaringan sosial yang dimiliki oleh masing-
masing calon. Selain itu, lembaga pemerintah juga didominasi oleh kepentingan aktor, yang
mana para aktor bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing dan melupakan prosedur

sebenarnya dari lembaga tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga formal didominasi oleh kepentingan dari
aktor dalam lembaga. Kepentingan aktor yang mendominasi ini mempengaruhi jalannya
lembaga formal. Seperti halnyakasus pecah kongs dalam Kabupaten Mojokerto yang
dilatarbelakangi oleh konflik internal petahana dan lembaga eksternal.Lembaga eksterna
seperti partai politik dan organisasi masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya pecah
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kongs petahana. Karena komunikasi antar lembaga mampu menentukan perilaku dari
petahana.
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